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LAMBANG DAERAH KABUPATEN MUNA          
 
ABSTRAK :  Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka 
perlu menetapkan  Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah 
Kabupaten Muna; 
Bahwa Lambang Daerah Kabupaten Muna yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tidak sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang 
Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian; 
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka 
perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang 
Lambang Daerah. 

          
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 
sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 
2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 42 Tahun 1958; PP No. 43 
Tahun 1958; PP No. 77 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2005; 
Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; 
Perda Kabupaten Muna No. 22 Tahun 2002.  
  
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 
Lambang Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 
1. Ketentuan Umum; 
2. Jenis Lambang Daerah; 
3. Kedudukan dan Fungsi; 
4. Desain Lambang Daerah; 
5. Penggunaan dan Penempatan; 
6. Larangan; 
7. Penyidikan;  
8. Ketentuan Pidana; 
9. Ketentuan Penutup. 

 
STATUS :      - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna 
dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Penetapan Hari 
Lahirnya Kabupaten Muna; 

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 
- Diundangkan pada tanggal 5 Maret 2012. 
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BANGUNAN GEDUNG          
 
ABSTRAK :  Bahwa untuk mendirikan bangunan gedung agar sesuai persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis serta pembangunan yang 
berwawasan tingkungan, maka pertu ditakukan penataan dan 
penertiban bangunan dalam wilayah Kabupaten Muna; 
Bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan 
terwujud sesuai dengan fungsinya, dipertukan peran masyarakat dan 
upaya pembinaan; 
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf 
a, dan b pertu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna 
tentang  Bangunan Gedung. 

          
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU 
No. 11 Tahun 1974; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 4 Tahun 1992; 
UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 4 Tahun 
1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 
Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana tetah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 
Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 
18 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1986; PP 
No. 4 Tahun 1988; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 43 Tahun 1993; PP 
No. 69 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 68 Tahun 1998; 
PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 
2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 36 
Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 
38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; 
Permendagri No. 7 tahun 1993; PermenPU No. 63 Tahun 1993; 
PermenPU No. 29/PRT/M/2006; PermenPU No. 30/PRT/M/2006; 
Permendagri No. 1 Tahun 2007; PermenPU No. 05/PRT/M/2007; 
PermenPU No. 06/PRT/M/2007; PermenPU No. 24/PRT/M/2007; 
PermenPU No. 25/PRT/M/2007; PermenPU No. 26/PRT/M/2007; 
Permenkominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; PermenPU No. 
24/PRT/M/2008; PermenPU No. 25/PRT/M/2008; PermenPU No. 
26/PRT/M/2008; PermenPU No. 20/PRT/M/2009; PermenPU No. 
403/KPTS/M/2002; Peraturan Bersama Mendagri, MenPU, 
Menkominfo dan Kepala BKPM No. 18 Tahun 2009; 07/PRT/M/2009; 
3/P/2009; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 
Tahun 2011; Keputusan Kepala Bapeda No. 09 Tahun 2000; Perda 
Kabupaten Muna No. 4 Tahun 1989. 



  
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 
Lambang Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 
1. Ketentuan Umum; 
2. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; 
3. Wewenang, Tanggung Jawab, dan Kewajiban; 
4. Fungsi Bangunan Gedung; 
5. Persyaratan Bangunan Gedung; 
6. Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 
7. Peran Serta Masyarakat; 
8. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 
9. Sistem Informasi dan Data; 
10. Pengawasan; 
11. Sanksi Administrasi; 
12. Ketentuan Penyidikan; 
13. Ketentuan Pidana; 
14. Ketentuan Peralihan; 
15. Ketentuan Lain-lain; 
16. Ketentuan Penutup. 

 
STATUS :      - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

- Diundangkan pada tanggal 5 Mei 2012. 
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DESA          
 
ABSTRAK :  Bahwa, dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa secara 
komprehensif, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan 
Kepala Desa, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 
2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Nomor 
09 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Sumber Pendapatan Desa perlu ditinjau kembali; 
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
diatas,   dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 
Muna tentang Desa. 

          
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; 
UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana tetah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU 
No. 12 Tahun 2011; PP No. 25 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; 
PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 
2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan 
Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2009; 
Permendagri No. 53 Tahun 2011. 
 
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 
Desa, dengan sistematika sebagai berikut: 
1. Ketentuan Umum; 
2. Pembentukan dan Perubahan Status Desa; 
3. Kewenangan Desa; 
4. Badan Permusyawaratan Desa; 
5. Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan 

Kepala Desa; 
6. Pemilihan, Perhitungan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih; 
7. Pelantikan, Pengambilan Sumpah, dan Serah Terima Jabatan 

Kepala Desa; 
8. Peraturan Desa; 
9. Perencanaan Pembangunan Desa; 
10. Keuangan Desa; 



11. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; 
12. Kerja Sama Desa; 
13. Adat Istiadat; 
14. Pembinaan dan Pengawasan; 
15. Ketentuan Penutup. 

 
STATUS :      - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, 
Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa; Peraturan Daerah Nomor 
7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa; 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Desa dan Perangkat Desa; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ; Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan. 

- Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; 
- Ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2012. 
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